
BERITADAERAH

KABUPATENKUTAITIMUR

TAHUN2018 NOMOR 16

PERATURANBUPATIKABUPATENKUTAITIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM DANPROSEDUR DANABANTUANOPERASIONALSEKOLAH

Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIKUTAITIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai sistem

dan prosedur dalam pengelolaan dana bantuan operasional

sekolah;

b. bahwa guna lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas,

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian Dana

Bantuan Operasional Sekolah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur, diperlukan pedoman Pengelolaan

dana bantuan operasional sekolah Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai

Timur;

c. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Sistem dan Prosedur Dana Bantuan

Operasional Sekolah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubaban Atas

Undnag-Undang Noomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa ka.li terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5105), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8

Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional

Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Bantuan Operasional Sekolah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGSISTEM DAN PROSEDUR DANA

BANTUANOPERASIONALSEKOLAH.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

4. Bantuan Operasional Sekolah Nasional yang selanjutnya disebut Bosnas

adalah bantuan operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang

berasal dari Pemerintah Pusat.

5. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Bosda adalah

bantuan operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memenuhi

kekurangan bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat.

6. Evaluasi ...
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6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah

ditetapkan.

7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali

peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli

pendidikan.

Pasal2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi acuan atas pelaksanaan dalam

penyaluran dan penggunaan dana BOSDA dan BOSNAS agar tepat sasaran,

sehingga dapat:

a. membantu biaya operasional untuk. meningkatkan mutu proses pembelajaran;

b. membantu sekolah melaksanakan kegiatan inovasi pembelajaran; dan

c. mengurangi beban biaya pendidikan orang tua siswa.

BABII

PETUNJUK TEKNIS

Pasa13

(1) Bosda dan Bosnas jenjang pendidikan dasar dan menengah dialokasikan

dalam bentuk belanja langsung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dinas.

(2) Besarnya alokasi Bosnas dan Bosda jenjang pendidikan dasar dan menengah

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Petunjuk teknis penggunaan Bosda dan Bosnas pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BABIn

KETENTUAN PENUTUP

Pasa14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI KUT TIMUR,

IS

Diundangkan eli Sangatta
pada tanggal 2 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TlMUR,

SYAH
RAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 16



LAMPlRAN

PERATURANBUPATI KUTAITIMUR
NOMOR:; 16:;TAHUN2018

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR DANA

BANTUANOPERASIONALSEKOLAH

L PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAANBOSDA DAN BOSNAS JENJANG PENDIDlKAN

DASARDAN MENENGAH

A. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasa134 ayat 2 menyebutkan bahwa

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan

daJam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab

negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut

adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan

pendidikan bagi seluruh peserta. didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan

SMP) serta. satuan pendidikan lain yang sed.erajat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli

2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program

wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan

perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS dari perluasan

akses menuju peningkatan kualitas.

Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya

satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012

penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang

selanjutnya ditransfer ke rekening satuan pendidikan secara langsung dalam

bentukhibah

Oleh karenanya, sistem dan prosedur pengelolaan dana BOS disusun

sebagai pedoman dalam penganggaran dan penatausahaan dana BOS.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN RUANOLlNGKUP

1.Maksud

Sistem/ Prosedur pengelolaan Dana Bosnas dimaksudkan sebagai pedoman

bagi satuan pendidikan tingkat dasar dan Menengah pada Dinas dalam
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penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan dalam pengelolaan Dana

Bosnas.

2.Tujuan

Sistem/ Prosedur pengelolaan Dana Bosnas bertujuan untuk:

a)dapat mengakomodir Rencana Kerja Anggaran Sekolah dalam mekanisme

APBD;

bjdapat menghasilkan Surat Permintaan Persetujuan Pendapatan dan Belanja

(SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B); dan

c) dapat menghasilkan Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu

Bank, dan Buku Pembantu Pajak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem akuntansi dan informasi kinelja mencakup:

a)Sub Sistem Penganggaran;

b)Sub Sistem Penatausahaan; dan

c) Sub Sistem Pembukuan.

C. SUB SISTEM PENGANGGARAN

1.Pengertian

Sub Sistem Penganggaran mengatur hal-hal yang terkait dengan penyusunan

Rencana Kelja Anggaran Sekolah (RKAS).

2.Pihak Terkait

Para pihak yang terkait dengan penyusunan Rencana Ketja Anggaran Sekolah

yaitu:

a}Tim Verifikator Dinas ;

b)Tim Verifikator UPTD Dinas;

c)Kepala Sekolah;

d)Komite Sekolah;

e)Bendahara Sekolah; dan

f) 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah

yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan

mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik

kepentingan.

3. Program dan Kegiatan dalarn RKAS

Program dalam RKASyaitu:

a) Pengembangan Kompetensi Lulusan;

b) Pengembangan Standar lsi;
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c) Pengembangan Standar Proses;

d) Pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan;

e) Pengembangan sarana dan prasarana sekolah;

t) Pengembangan standar pengelolaan;

g) Pengembangan stan dar pembiayaan; dan

h) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian;

Kegiatan-kegiatan dalam Program di RKAS meliputi:

a) Kegiatan-kegiatan dalam Program di RKAS SO yaitu:

1) Pengembangan Perpustakaan;

2) Penerimaan Peserta Didik Baru;

3) Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler;

4) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakulikuler;

5) Pengelolaan Sekolah;

6) Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, Serta

Pengembangan Manajemen Sekolah;

7) Langganan Daya dan Jasa;

8) Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah;

9) Pembayaran Honor;

10) Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran; dan

11) Biaya lainya.

* program dan kegiatan disesuaikan dalam petunjuk teknis BOS oleh

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun berkenaan

b) Kegiatan-kegiatan dalam Program di RKAS SMP yaitu:

1) Pengembangan Perpustakaan;

2) Penerimaan Peserta Didik Barn;

3) Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakulikuler;

4) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran;

5} Pengelolaan Sekolah;

6) Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga. Kependidikan, Serta

Pengembangan Manajemen Sekolah;

7) Langganan Daya dan Jasa;

8)- Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah;

9) Pembayaran Honor;

to} Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran; dan

11) Biaya Iainya.

* program dan kegiatan disesuaikan dalam petu.njuk teknis
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4. Rekening Pendapatan dan Belanja daIam RKAS

Rekening pendapatan untuk hibah Bosnas yaitu Akun Pendapatan, Kelompok

Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain PAD yang Sab, Obyek Dana BOS,

Rincian Obyek Bosnas.

Rekening Belanja Bosnas dalam RKAS meliputi belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, dan belanja modal dengan kriteria:

a) Kriteria belanja pegawai yaitu kompensasi, dalam bentuk gaji dan

tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundangundangan, pengeluaran honorariumj'upah dalam

melaksanakan program dan kegiatan;

b) Kriteria belanja barang dan jasa yaitu digunakan untuk pengeluaran

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dati 12

(duabelas) bulan dan/ atau pemaka.ian jasa dalam melaksanakan program

dan kegiatan; dan

c) Kriteria belanja modal yaitu digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang mempunyai nilai manfaat Iebih dari 12 (duabelas) bulan

untuk eligunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk

tanah, peraJatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan, dan aset tetap lainnya . Nilai yang dianggarkan dalam belanja

modal sebesar harga belij'bangunan aset ditambah seluruh belanja yang

terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap

digunakan.

Obyek dan rincian obyek pendapatan dan belanja dapat dilihat dalam

lampiran I Pedoman Sistem dan Prosedur Bantuan Operasional Sekolah.

Belanja yang nilainya dibawah nilai satuan minima) kapitalisasi aset tetap

dianggarkan di belanja barang dan jasa. Besaran nilai satuan minimal

kapitalisasi dapat dilihat dalarn Lampiran Il Pedoman Sistem dan Prosedur

Bantuan Operasional Sekolah.

Belanja Honorarium, Belanja Makan dan Minum, Belanja Barang elibawah

Nilai Kapitalisasi dan Belanja Modal eli wajibkan untuk merinci harga dan

kuantitas barang yang akan elibell, sedangkan untuk belanja barang dan jasa

di luar itu diperbolehkan untuk menggunakan satuan paket namun

di lampirkan rinciannya pada RKAS.
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5.Prosedur

a) Kepala Sekolah menyusun RKAS yang berisi rencana pendapatan dan

rencana belanja;

b) Rencana belanja disusun daJam program dan kegiatan, serta masing-

masing kegiatan dirincikan ke dalam rekening belanja pegawai dan/atau

belanja barang dan jasa dan/ atau belanja modal;

c} Penganggaran Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri dalam APBD,

ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi Satuan Pendidikan Negeri

yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan

Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap

Satuan Pendidikan Kabupaten;

d} Dalam hal Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah

Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan Kabupaten belum ditetapkan,

maka penganggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi

penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya;

e) RKASyang telah disusun harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah

memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah;

f) RKAS diverifikasi oleh UPTD Dinaspaling lambat bulan Januari Minggu

Ketiga;

g} RKAS diserahkan kepada Dinaspaling lambat bulan Februari Minggu

Pertama; dan

h) UPTD Dinasdan PPK Dinasmelakukan inpu:ting RKAS dalam aplikasi

SIMDA Keuangan paling lambat bulan Februari Minggu kedua sesuai

dokumen RKAS yang telah diverifikasi yang akan dikompilasi menjadi RKA

Dinas.

D. SUB SISTEM PENATAUSAHAAN

1.Pengertian

Sub Sistem Penatausahaan mengatur hal-hal yang terkait dengan

penatausahaan Dana Bosnas eli Satuan Pendidikan Dasar.

2.Pihak Terkait

Para pihak yang terkait dengan penatausahaan yaitu:

a) Kepala Sekolah;

b) Bendahara BOS Sekolah;

c) Kepala Dinas ;
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d) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas ; dan

e) Bendahara Umum Daerah.

3.Formulir dan Dokumen

Formulir dan dokumen yang digunakan yaitu:

a) Bukti pembelian;

b) Kuitansi;

c} Surat Perintah KeJja;

d) Kontrak;

e) Surat Pesanan;

f) SP3B;

g) SP2B; dan

h) Rekapitulasi Pembelian/Pengadaan Barang atas Realisasi Belanja Modal.

4. Prosedur

a) Bupati mengangkat Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satuan

Pendidikan Negeri setiap tahun anggaran atas usul Kepala SKPD

Dinasmelalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disebut PPKD. Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;

b) Setiap satuan pendidikan dasar membuka rekening bank yang

.menampung khusus Dana Bosnas dengan atas nama sekolah;

c) Kepala SKPD Dinas menyampaikan Rekening Dana BaS pada masing-

masing Satuan Pendidikan Negeri kepada Kepala DinasProvinsi, sebelum

dilaksanakan penandatanganan Naskah PeIjanjian Hibah yang

selanjutnya disebut NPH BaS;

d) Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rekening Dana BaS masing-

masing Satuan Pendidikan Negeri dilakukan setelah penandatanganan

NPHBOS;

e) Pendapatan Dana Bosnas ditransfer langsung ke rekening sekolah;

f) Setiap pembelian/pengadaan barang dan jasa hams didukung dengan

bukti pertanggungjawaban yang memadai yaitu:

1) Pembelian/pengadaan barang/jasa sampai dengan RplO.OOO.OOO,-

(satu juta rupiah) menggunakan bukti pembelian;

2) Pembelian/pengadaan barang/jasa di atas RplO.OOO.OOO,-(satu juta
rupiah) sampai dengan RpSO.OOO.OOO,-(lima puluh juta rupiah)

menggunakan kuitansi;
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3) Pembelian/pengadaan barang/pekerjaan konstruksifjasa lainnya

di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menggunakan SPK;

4) Pembelian/pengadaan barang/pekerjaan konstruksifjasa lainnya

di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi

di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan Surat

PeIjanjian; dan

5) Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/.Jasa melalui

E-Purchasing dan pembelian secara online;

g) Tiap akhir bulan bendahara dan kepala sekolah melakukan penutupan

kas Dana Bosnas dengan membuat Berita Acara Penutupan Kas;

h) Dalam hal pembukuan dengan computer, maka 1 bulan sekali harus

dicetak;

i) Uang tunai di kas tunai tidak lebih dari RpSOjuta setiap akhir hari kerja;

j) Paling Iambat tanggal 5 setelah tiwulan berakhir, setiap sekolah wajib

menyusun SP3B (Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja)

dan dilampiri denggan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang

ditandatangani oleh Kepala Sekolah;

k) Paling lambat tanggal 10 setelah triwulan berakhir, SP3B setiap sekolah

hams telah diverifikasi oleh Tim Verifikator dan telah diserahkan kepada

PPK Dinasuntuk dikompilasi.

1) Verifikasi SP3B oleh Tim Verifikator UPTD dan Tim Verifikator

Dinasmeliputi:

1) Keseuaian antara Saldo awal Dana Bosnas tiap triwulan dengan

rekening bank Dana Bosnas;

2) Keseuaian antara Saldo awal Dana Bosnas tiap triwulan dengan buku

kas umum, buku kas tunai, dan buku kas bank;

3) Kesesuaian antara pendapatan Dana Bosnas dengan mutasi kredit

di rekening kas BOSNAS;

4) Keseuaian antara pendapatan Dana Bosnas tiap triwulan dengan buku

kas umum, dan buku kas bank;

5) Kesesuaian antara belanja Dana Bosnas tiap triwulan dengan

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Bosnas;

6) Kesesuaian antara belanja Dana Bosnas tiap triwulan dengan buku

kas umum, buku kas tunai, dan buku kas bank;
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7} Kesesuaian antara pemungutan dan penyetoran pajak dengan buku

kas umum, buku kas tunai, buku kas bank, dan buku pembantu

pajak;

8) Kesesuaian antara saldo ak:hir Dana Bosnas tiap triwulan dengan

rekening bank dan dana tunai Bosnas;

9} Kesesuaian antara saldo ak:hir Dana Bosnas tiap triwulan dengan

buku kas umum, buku kas tunai, buku kas bank, dan buku

pembantu pajak;

10) Keseuaian antara saldo akhir Dana Bosnas tiap triwulan dengan BA

Penutupan Kas;

11) Kesesuaian antara Rekapitulasi Pembelian/Pengadaan Barang tiap

triwulan dengan realisasi belanja modal;

m}Paling lambat tanggal 20 setelah triwulan berakhir, Dinasmenyerahkan

SP3B kepada BUD untuk dibuatkan SP2B; dan

n) Paling lambat tanggal 30 setelah triwulan berakhir, BUD telah

menerbitkan SP2B.

E. SUB SISTEM PEMBUKUAN

1.Pengertian

Sub Sistem Pembukuan mengatur hal-hal yang terkait dengan pembukuan

Dana Bosnas di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama.

2. Pihak Terkait

Para pihak yang terkait dengan pencatatan sampai dengan pembukuan yaitu:

a) Bendahara Dana Bosnas;

b) Kepala Sekolah;

c) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas ;

d) Tim Verifikator UPI'D Dinas ; dan

e) Tim Verifikator Dinas .

3. Formulir dan Dokumen

Formulir dan dokumen yang digunakan dalam pembukuan yaitu:

a) Buku kas umum;

b) Buku pembantu kas tunai;

c) Buku pembantu bank; dan

d) Buku pembantu pajak.

Halaman 8 dari 10



4.Prosedur

a) meneatat transaksi/kejadian berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah

dan valid pada buku kas umum, buku kas tunai/buku pembantu dan

bank, buku pembantu pajak dengan format terlampir;

b) Dalam hal terdapat bunga dan/ atau jasa giro dalam pengelolaan Dana

BOS, maka bunga darr/atau jasa giro tersebut menambah pendapatan

Dana BOS pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung

digunakan untuk pelayanan pendidikan pada Satuan Pendidikan

bersangkutan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana BOS tahun berkenaan;

c) Pembelian barang yang nilainya dibawah nilai satuan minimal kapitalisasi

aset tetap yang telah dianggarkan di belanja barang dan jasa dieatat

di Rekapitulasi Pembelian Barang dengan format terlampir;

d) Pembelian barang yang menjadi aset tetap yang telah dianggarkan

di belanja modal dieatat di Rekapitulasi Pembelian Modal/ Aset dengan

format terlampir;

e) Da1am. hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa.

Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri, maka sisa. Dana BOS dieatat

sebagai Sisa Lebih Pembayaran yang selanjutnya disebut SILPA tahun

berkenaan, dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya

dengan berpedoman pada Petunjuk Telmis Penggunaan Dana BOS tahun

berikutnya;

f) Berdasarkan Buku Kas Umum dau/atau Buku Kas Pembantu,

Bendahara Dana BOS menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan

Belanja Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap

triwulan;

g) Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya set.elah triwulan berakhir,

Kepala Sekolah menyerahkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Dana BOS, Rekapitulasi Pembelian Barang, dan Rekapitulasi Pembelian

Modal/ Aset kepada UPI'D Dinasuntuk dilakukan verifikasi;

h) Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir,

Kepala Sekolah menyerahkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Dana BOS, Rekapitulasi Pembelian Barang, dan Rekapitulasi Pembelian

ModalIAset kepada PPKDinas ;

Halaman 9 dari 10



i) Atas dasar Rekapitulasi Pembelian Barang, dan Rekapitulasi Pembelian
Modal/Aset, Pengurus Barang Dinasmelalukan inputing ke dalam Aplikasi
SIMDABMDsesuai Unit Pengelola Barang per Sekolah; dan

j) Hasil inputing dalam aplikasi SIMDABMD dilakukan rekonsiliasi dengan
PPKDinasdengan Laporan Rea1isasiPendapatan dan Belanja Dana BOS.

Ha1aman 10 dati 10



1.A Administrasi dan Pembulwan 80S Pusat 2017

Sekolah harus menyelenggarakan pembukuan sebagai berikut:

• Renc:ana Kesiatan dan Angaran Sekolah;
~ Standar pengelolaan seIrolah yang sesuai denpn Peraturan Menteri Keuanpn

1. Buku Kas Umum;
2. Buku Pembantu Kas;
3. Buku Pembantu Bank;
4. Buku Pembantu Pajak
5. Opname Kas
6. BA Penutupan Kas;
7. Bukti Pengeluaran. ?

1.B Larangan Penaunaan Dana BOSPusat 2017

1. Disimpan dengan maksud dlbungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software pelaporan atau sejenis;
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar;
5. Membayar iuran kegiatan Dinas, kecuali transportasl dan konsumsi keikutsertaan;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin guru;
7. Membiayai akomodasi kegiatan
8. Membeli seragam pribadl siswa!guru;
9. Rehabilitasi sedang dan berat;
10. Membangun gedungfruangan baru, keruali we dan kantin bagi SO/SOLSyang belum memiliki
11. Membeli lKS dan bahan/peralataan yang tidak mendukung proses pembelajaran
12. Menamam saham;
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana lain secara penuh dan wajar;
14. Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah;
15. Membiayai kegiatan dalam rangka bimtek BOSyang diselenggarakan lembaga di luar OPD

pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementrlan



l! ~
~ .. J!

Jt:. 0• ftJ .III:'" ." 510 s::eo .. :e.!:: eo
"3 Jt:. s::

.!! ftJ

~ Q.
0 E0 :i ";;...
0 0

0
." "li
'"

i ....;;e~-s::e \D..
::J

'Is::
GJ
CL

1=
J5u
0-..

IIIE
ftJ

"C
GJs::
U

Go

s::..e o:r
::l

j
:::s

CD m
0
Z

..
."
0~ '"0z

ii
.-4

~
.Q._;.Z



:::J...
::I .c

::I 1..
'0

S 'Im CD =a... 1=s c

5 I.c EG)

110 "'0 "ift
"iii 0
is

0
'l:J ,....
ii
V)

-;

II~
c
f Ie
CD
::I

j
C:.

1-::

II..
10E

-!
CIc:.

c
.!! '<t•...
;:)

~
::I

CD m
0z

.:
~ N

0z

i ....s:
f!



:s...:s .s::.
~ ~ -I
Jt aJ ..lII:

i .s::. CD
III ..

J:: '0 =a
'3 .i e

E ;.s::. .§.2
.,
"0 .!!!
]i Q

is

c:
!!!s: tV

..!!. E
~ tVu C
GI .!
IIl~RJ'"
RJ~g-_E
E '" ..a >
RJ IV RJ e
zO~a...

0
J! ,...
~

lzo
1..
~
c
l! ID
III:s

1:.
I~
..a

I~
aJ

&tlE
ie
ID
Q.

e
.! ..a-t!
:::)

".D
..lII:

:::::I• m
ci
Z

CII

"~ N

ciz

1 .-te
{!

2
• :::::I

OC)I"!_: RJ...; RJ: .s::
:tV
:..'0:c:
; 4U
: I:D

.s::.
tV

:::::10.s::.~
tV QI
.. Ill

" IVtil) -C tV
4U Q.

~~
a.

"':'z



0

~l!aa
III

IE
"D~..
~
c
I! ~..~-;
c:::.

'"~XI
A.
A.

H
N

j .J:. .....
I:

Q-•E
-!• ...c::
II 2~A.

A.
Do.

ffnA.

c

i or
:::l

~~at i'1
0
Z

GI
"D
0

~::.:
0
Z

i HC
~

• .J:... CDID • a::.: .J:.

§ • ~
"D II
C ..

~ M ;;
3 .J:. s:;

~ .!! ;
o E

0 ;;; ;;;'" a is



REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas
Nama Penutup Kas (Pemegang Kas)
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu
Jumlah Total Penerima (O)
Jurnlah Total Pengeluaran (K)

Saldo Buku{A= 0 - K}
Saldo Kas (8)

saJdokas 8 terdiri dan:
1. lembaran Uang Kertas

lembaran Uang Kertas Rp
Lembaran Uang Kertas Rp
lembaran Uang Kertas Rp
lembaran Uang Kertas Rp
lembaran Uang Kertas Rp
lembaran Uang Kertas Rp
lembaran Uang Kertas Rp

2. Keping uang logam
Keping Uang Logam Rp
Keping Uang logam Rp
Keping Uang Logam Rp
Keping Uang logam Rp

3. saldoBank, Surat Berharga dll

Formulir BOS-K7b

RP•••••..•.•.....••••••••••.••..••...•.•..•••.••..•...••.••.
RP••....•..•....••••••••..•.••••..•••••••••••••.••.•......••
RP••.••.....•••.•••....•......•.•.••••..•.•...•••••.•.••••••
RP.•.•..•..•.••.•....•..•••..••.•.•.•.••..•••.••••.•••••••..

100.000.- .............•....•....•.....
50.000.- .
20.000.- .

lembar
lembar
Lembar
Lembar

Rp.•..•••..•.•..•......•....••....•.•••
Rp .
Rp .
Rp .
Rp............•..............•.....•.•.
Rp .
Rp .
Rp .

Rp .
Rp .
Rp .
Rp ..
Rp .

Rp .

Jumlah (1 + 2 + 3) Rp .

Yang Memeriksa
Kepala Sekolah

Perbedaan (A-B) Rp ..

10.000,-
5.000,-
2.000,-
1.000,-

.......................... Lembar

.......................... Lembar

.......................... lembar
Sub Jumlah (1)

Penjelasan Perbedaan .
TanggaJ, .

1.000,-
500,-
200,-
100,-

.......................... Keping

.......................... Keping

.......................... Keping

.......................... Keping
Sub Jumlah (2)

Yang diperiksa,
Bendahara/Pemegang Kas

NIP .

SUbJumlah (3)

NIP .



Formulir BOS-K7C
&£RITAACARA PEMERIISAAN KAS

Pada han ini tanggal tahun yang
bertanda tangan dibawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputl
No Tanggal. .

Nama
Jabatan

melakukan pemeriksaan kas kepada:

Nama
Jabatan

yang berdasarkan Surat Keputusan No. . Tanggal. .
ditugaskan dengan pengurusan uang .

8erdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemw kenyataan
sebagai benkut:
Jumlah uang yang dihitung di hadapan Bendahara/Pemegang Kas adalah:
a) Uang Kertas Bank, Uang logam Rp...•••••••.•.••.•••..•..•.•....•.•...•••••..•.••••.••.•..••••••••••
b) Saldo Bank Rp•....•.•••.•••.••••••••••..••••.••.•....•....••..•••••.•..•••.....•
c) Surat Berharga dll Rp....•......•..•••..•....•....•.•••..••....•.•....•.••.•••••.......•

Jumlah Rp.•.••.•.•.•••••••.•••..••.••.•••.•••••.•.••••.•••.••......••.•...•.
Rp••.•••••••..•.•••••••.•.•..•..•••..•••.•...•...••••.•.••••••••••.•.
Rp.•..•.••...•.•••••••.•....•.••.•..•.••...••...•..•.••.••.•••..•.••.

SaJdo uang menurut Buku Kas Umum
Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku

Bendahara/Pemegang Kas
Tanggal, .
Kepala Sekolah

NIP . NIP .
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II. FORMAT KODE REKENING

Kode Rekening
Tahun Anggaran .•.

Kode ReIIenIng

4.3
4.3.6
4.3.6.01
4.3.6.01.01
5.2
5.2.1
5.2.1.01
5.2.1.01 .01
5.2.1.02
5.2.1.02.02
5.2.1.04
5.2.1.04.01
5.2.2
5.2.2.01
5.2.2.01.01
5.2.2.01.02
5.2.2.01.03
5.2.2.01.04
5.2.2.01.05
5.2.2.01.06
5.2.2.01.09
5.2.2.01.11
5 .2 .2 .01.12
5 .2 . 2 . 01. 16
5.2.2.01.17
5 .2. 2 .01. 18
5.2.2.02
5.2.2.02.01
5.2.2.02.07
5.2.2.02.08
5.2.2.02.09
5.2.2.02.10
r5 . 2 .2. 02. 13
5.2.2.02.14
5.2.2.02.15
5.2.2.02.16
5.2.2.02.17
5.2. 2. 02. 18
5.2.2.03
5.2.2.03.01
5.2.2.03.02
5.2.2.03.03
5.2.2.03.05
5.2.2.03.06
5.2.2.03.07
5.2.2.03.17
5 . 2 . 2 .03. 18
5.2.2.06
5.2.2.06.01
5.2.2.06.02
5.2.2.06.03
5.2.2.06.04
5.2.2.06.05
5.2.2.10
5 •2 . 2 . 10. 01
5 . 2 . 2 . 10.02
5.2.2.10.03
5.2.2.10.04
5 .2 . 2 . 10.05
5.2.2.10.08
5. 2 .2 . 10.07
5 .2. 2 . 10. 08
5 .2 . 2 .10. 09
5 .2 . 2 . 10. to
5.2.2.10.11
5.2.2.11
5.2.2.11.02
5.2.2.11.04
5.2.2.20
5.2.2.20.04
5.2.2.20.05
5.2.2.20.06

LA1N--I.AIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Lainnyll

Pendapatan lainnya
PendapaI:an 80SNAS

8ELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai

HonoraritBn PNS

Honor.v\um PaniIia Pelaksana Kegialan
tiorloriQm Non PNS

Honcnrilm PegawIi HonorerITIdak Telap
Honorarium Pengelola Dana BOS

Hononvium PengeIoIa Dana 80S
BeIanja Barang dart Jasa

BeIanja 8aIan Pakai Habi6
BeIanja Ma Tuis Kantor
Belanja DokumenIAdminisbasi Tendef

BeIanj;! AIat Uslrik Dan EJektronik (Lampu Pijar. BaIefy Kemg)

BeIanja ~o MatenIi Dan Ben:ta Po$I..ainIYf8
BeIanja PeI*an KebErsIIan Dan Bahan PefrD!nliI
BeIanja Bahan BRr MinyakIGas
BeIanja _ RUIIIIIh T angga Pakai Habis

BeIanja CendenI MaIaISouwnIr, VancIB, PlaIa dan berJld( peilghargaan ....
8eIiInja PEraIaIIIn dan Pei ... .,....... 0IRaga I-tIt* Pakai
BeIanja PaIcai Habis PeraIaIan KI:lInpda- dan PrInIer
BeIar9a AIat Runab Tangga PaIcai Habis
BeIanja Paklii Habi8 8endeni dan lJiJiId.lJn1I.Q

BeIanja EJahan.YaMi iaI
BeIanja Bahan Baku BarIguIal
BeIanja Bahan PfakIek dan P,Per... ote..-tIlt ,
BeIanja Penggantian SUku CadarV AJat 0pera&ianaI
BeIanja PemIaIan 0Iah Raga

BelanjaBahan~~
BeIanja~

BeIanja Bahan DoIIumenIasi
BeIanja Bahan Demasi
BeIanja Bahan Obat Tanaman
BeIanja PeraIaIan SeIcdah
BeIanja MaIIanan dan Mnuman HIwal Temak

BeIanja Jasa KanIDr
Belanja Telepon

BelanjaA'l

BeIanja Ustrik
BeIanja SIIIlIt KabaiIM jalltl

BeIanja KawatlFalcBmilillnlementranet/TV KabeIITV SateIit
BeIanja PaIceWengBiman
BeIanja AIa:imoda&i dan TRIII&pOI1a&i
BeIanja Jasa PubIikasi

BeIanja CeIak dan PelIggBI idaan

BeIanja Cetak
BeIInja P'-e1""I9IJBI'_"idaai-,
lIBya tiJmentasi
BeIanja FotccovI
BeIanja PenjIIidan

BeIanja Sewa ~ dan PenIIItan KanIDr
BeIanja s- MI!ja KInI
BeIanja s-~ Dan PrinIer
BeIanja $twa ProjIektor

BeIanja s- GenenItor"
BeIInja s- Tenda
BeIanja Sewa PaIcaian AdalfTI1IldisiDnaI
BeIanja s- DeIIIlIaBi
BeJanja Sews Sound System

BeIanja Sewa AJat MueIk
BeIanja Sewa PeniIaIIan EIeIdronik
BeIanja Sewa Band Width

BeIanja Makanan dan MinmIan
8eIanja MaIcanan Dan MinunaI RapaI
BeIanja maIaInan dan minuman petatial

BeIanja Peull!lhalaan
BeIanja P'''''''''lIei1-a""""onn PeraIaIan dan Uesin
BeIanja PellielillalM, GedI.rv dan BIqunan (RemIt Ringan)

BeIanja Pane8iarar. ARt Telap LaInnya



5.2.2.:0
5.2.2.:0.01
5.2.2.29
5.2.2.29.01
5.2.3.29
5.2.3.29.01
5.2.3.29.02
5.2.3.29.03
5.2.3.29.04
5.2.3.29.05
5.2.3.29.06
5.2.3.37
5.2.3.37 .01
5.2.3.37.02
5.2.3.37.03
5.2.3.37.04
5.2.3.37 .05
5.2.3.37.06
5.2.3.37 .07
5.2.3.37.08
5.2.3.37 .09
5.2.3. :37. 10
5.2.3.37.11
5 . 2 . 3 . 37 • 12
5.2.3.37.13
5.2.3.82
5.2.3.82.01
5.2.3.82.02
5.2.3.82.03
5.2.3.82.04
5.2.3.82.05
5.2.3.82.06
5.2.3.82.07
5.2.3.82.08
5.2.3.82.09
5.2.3.84
5.2.3.84.01
5.2.3.84.02
5.2.3.84.03
5.2.3.84.04
5.2.3.84.05
5.2.3.84.06
5.2.3.84.07
5.2.3.84.06
5.2.3.84.09
5.2.3.84.10
5.2.3.85
5.2.3.65.01
5.2.3.85.02
5.2.3.85.03
5.2.3.85.04
5.2.3.85.05
5.2.3.85.06
5.2.3.85.07
5.2.3.85.08
5.2.3.86
5.2.3.86.01
5.2.3.86.02
5.2.3.86.03
5.2.3.86.04

BeIIqa &rang yang Ttdak Habis Pakai t:I Bawah Niai ~

BeIImja BIJr1qJ yang TJdak Habis Pakai IiBaMIh NIIai Kapitatisasi
~J_ Naras.lmberITBnaIJI ~

BeIlqa Jasa NaraslmberlTenaga AIMlsti'uIIU
BeIanja Modal PerataIan dan Mesin - Pengadlan ~

~ Modal PeraIaitan dan Mesin - PelIg'adBaI. KampuIBr Unl ~
Bea1ja ModII PeIaIatan dan Mesin - Pengadaan Pe!sonaI ~

BeIanja Modal PeraIaIal dan Mesin - Pet 19IdaaI. PetaIaIlJn Komputer Mainframe
BeIiInja Modal PeI'aIaIan dan MesIn - Pavamn PaaIatan MD Kanputer
SeI;qB Modal PeraIaIan dan Mesin - Pengad&a!. PeAIaWi Personal ~
BeIanja Modal PeraIaIan dan Me&in - Petlgatlaal. PeraIaIan Jarlngan

BeIanja Modal Per.IIaIan dan MesIn - PengadBan Alat Peraga/Prakliek SekoIah

BeIar1a Modal PeniaIan dan Mesin - Pellgactaali Bidang studi : IIaI.aIlndoneSia
BeIanja Modal Peraialan dan Mesin - PengadBan Bldang studi : MaIemaIika
BeIanjI Modal Peratatan dan Mesin - PtqJacIraIin BIdang studi : IPA Dasar
~ Modal PeraIaIen dan Mesil- Pet ..... Bmlg stud! : IPA ~
8eIanja Modal PeraIaIan dan Mesin - Pellgatlaal. Bidang Studi : IPA Menengah
BeIanja Modal PeraIatan dan Mesin - pengactaan Bidang studi : IPA Alas

BeIiInja Modal Per.IIaIan dan MasIn - ~, BIdIng Studi : IPS
BeIanjII Modal Per.IIatan dan Mesln - Pengadaan BIcIang studi : AgMla Islam

BeIanja Modal PeraIaIan dan Mesin - PslgatdaaI. Bidang studi : I<.eIraInpiIan

BeIiInja Modal PeraIaIan dan Mesin - Per9i(laal. BadIng SIudi : Kesenian
BeIanja Modal Peralalan dan MesIn - PengadaBn BIcIang studi : 0Iah Raga

BeIanja Modal Peralatan dan Mesin - PelijjiKIaaI. BidIng studi : PUP

BeIiInja Modal Perata&an dan Mesin - PelIgadaiM, Bidang ~ LairHain
BeIanja Modal Asa TeIZIp I.ainnya - Pet ogadaan Buku

BeIanja Modal Aset Tetap L.ai1nya - Pelogad;w1 Buku IImu ~ Umum
geIanja Modal AsS Telap Lainnya - Pel ijjiidaeI. Buku FJsarat
BeIanja Modal Asat Tetap LaImya - Patgaltaifl BuIcu l<8agaInaan

BeIanja Modal AseI Telap LaImya - Pa1gadaan Buku IImu So6iaI

BeIiInja Modal Asat Tetap LaImya - Pel ...... Buku ImII Bahasa
BeIiInja Modal Aset TebIp LaInf¥I- Pengadaan Buku Malalldlila & PeIlgetahIan aIam
BeIiInja Modal Aset Tetap LaInnya - PtqJiIdaan Buku IIna.I ~ Pr.INiB
BeIIqa Modal AsS Tetap LaImya - PeI'gadllllJ Buku AnileIcIIa", Kesenan. 0Iah raga
8eJanja Modal Asat T_ L.aInnya - PeI,gadaah Buku Geo!JaIi, BIografi. Sejarah

BeIanjII Modal Aset TebIp ~ - PetJgi1dal ~ Papustaka5I
geIanja Modal Aset Telap L.amya - PelIQIiIiIaI. Barang-8arang Peq:JusIakaan Pda
8eJanja Modal AsetT_laimya- Pengadaen ~ ~ Naskah (Manuskrip)

8eJanja Modal AsetTebIp lJImya- Petogadai ~ ~ IolISIk
BeIanjiI Modal Aset Telap Lainnya - PelIPfw. 8afang-aIrang PapEIakaan Karya GnlIiIca (GnIphic Material)
BeIanja Modal Aset Tetap I..ainnya - PeIlgadaa, EIaran(rBarang ~ Three DWnensioIiIII ArIaIacs and Realita
~ Modal Aset Telap I.aInnya - P~ ~ Perpustagan Benld< MIc:to (Micforomt)

BeIarft Modal Aset TeUp Lainnya - PetIQlidW. ~ Perpu&IaIalrl RekEaI Suara
BeIanja Modal Aset Telap I.air.".a - Pel ..... ~ ~ BerIIiiIs ~ (Computer Flee)
BeW1a Modal As« Telap I..aimya - Pengadaan Barang-8ararv ~ Fh Beigerak dan Rebman Video
~ Modal As« Telap Lainnya - PelIgIIdIH. ~ ~ Tarscalt

BeIIrP Modal Aset Tetap Lainnya - ~ BiIrq Beroorak I<dludayaan
BeIar9I Modal Aset Tet.p L.ann)'a - Pengadaan 8afang Bewcnk KBbudayaan PatmIan
BeIqI Modal As« Telap L.ainnya - Pet~ ~ Berccnk KBbudayaan LI*ir;an

8eIaf1iJ Modal Aset T_1..aimya - PefJgIdw. 8amng IIertionIk ~ Alai KeserWn
BeBIja Modal Aset Telap L.ainnya - ~ 8afang 8ercor.Ik KeblIdiIy;&'I AlIt 0IiIh Raga
BeItqtt Modal Aset TabIp I..aimya - PaIglldtBl BaRIng BercoRlk Kebn.,_. Tmda Pa'ghal'gd8h

8eIanja Modal Asat TeCap Lainnya - Patgiilta. IIaIq Ben:or.Ik ~ MaII:et dan RJtD 00I<Imen
BeIanja Modal Aset Tdap laInI1ya - Pal ogadtBI Barang Ben:xxak Kebudayaan Benda-bencIa 8efsejInh

BEIanjB Modal Aset Telap LaInnya - Pagadaian Barq Bercooik Kebudayaln Barang I<.enijiIaI

8eIanja Modal Aset Tetap L.ainnya - Petouadaat, Nat 0Iah Raga Lainnya
BeIanja Modal Asat Telap laImya - PelogaDa. AIat 0Iah Raga Senam
BeIanja Modal Aset Tetap L.ainnya - Peltyadaai. AIat 0Iah Raga A'I

8eIanja Modal Aset Telap L.ainnya - .... 1{jiIIW. AIat OWl Raga UdIIra

BeIanja Modal Aset TI!4ap I..aInnya - Peilglldaan AIat 0Iah Raga lBinnya



Ill. NILAI SATUAN MINIMUM KAPITAUSASI ASET TETAP ATAS PEROLEHAN

ASETTETAP

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah

niIai per unitnya sebagai berikut:

Jumlah Barga
No Uraian Lusin/Set/Satuan

~

1 Tanah 1
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:

2.1 Alat-alat Berat
1.000.000

2.2 Alat-alat Angkutan 1.000.000

23 Alar-alar Bengkel dan Alat Ukur 1.000.000

2.4 Alar-alar Pertanian, Petemakan
1.000.000

2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tanzza

- Alat-alat Kantor 1.000.000

-Alat-alat Rwnah Tangga 1.000.000

2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1.000.000

2.7 Alat Kedokteran 1.000.000

2.8 Alat-alat Laboratorium 1.000.000

2.9 Alat Keamanan 1.000.000
3 Gedung dan B n, terdiri atas:

3.1 Bangunan Gedung 25.000.000

3.2 Bangunan Monumen 25.000.000
4 Jalan, Irioasi dan Jaringan, terdiri atas:

4.1 ]alan dan Jembatan 1

4.2 Bangunan Air/lrigasi 1

4.3 Instalasi 1

4.4 Jaringan 1
5 Aset Temp Lainnya, terdiri atas:

5.1 Buku dan Perpustakaan 100.000

5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahrnga 1.000.000



Jumlah Barga
No Uraian Lusin/Set/Satuan

(Rp)

5.3 Hewan/Temak dan Tumbuban
1.000.000

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1


